Konsep Keuangan Negara di Tinjau dari Tindak Pemerintahan di Lapangan Keperdataan by Paais, William
i 
 
Konsep Keuangan Negara Di Tinjau Dari Tindak 
















NPM : 322014021 
 
 
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM 








Konsep keuangan negara dan kekayaan negara yang dipisahkan 
tidaklah dibangun menggunakan konsep hukum yang berlaku. Hal tersebut 
berimplikasi pada tataran normatif yaitu adanya antinomi dari penerapan UU 
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang 
terkait lainnya, dan pada tataran praktis mengakibatkan Badan Usaha Milik 
Negara (Persero) menjadi objek pemeriksaan dari Badan Pemeriksa 
Keuangan. Beranjak dari problematika tersebut, dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: (1) Bagaimana status hukum uang negara dilihat dari tindak 
pemerintahan di lapangan keperdataan? (2) Bagaimana konsep pengaturan 
tentang keuangan negara yang ideal? 
Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Untuk menganalisis permasalahan 
tersebut penulis menggunakan Konsep Tindak Pemerintahan yang terdiri atas 
Tindak Pemerintahan dalam Lapangan Publik (acta jure imperii) dan Tindak 
Pemerintahan dalam Lapangan Keperdataan (acta jure gestionis). 
Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa hal yaitu (1) Konsep 
Pengaturan Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang dipisahkan 
tidaklah dibangun berdasarkan konsep tindak pemerintahan. (2) adanya 
antinomi konsep keuangan negara dalam sistem peraturan perundang-
undangan. (3) Tindak Pemerintahan dalam hukum publik maupun hukum 
privat membawa implikasi berbeda pada status yuridis uang tersebut, dimana 
ketika uang negara dipisahkan menjadi penyertaan modal dalam badan usaha 
milik negara (Persero) maka status yuridis uang negara tersebut berubah 
menjadi uang privat. Sehingga kerugian keuangan yang terjadi pada Badan 
Usaha Milik Negara bukanlah merupakan kerugian keuangan negara. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk korupsi. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 
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Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang  Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan 
Keuangan. 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
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Tesis Penulis berjudul “Konsep Keuangan Negara Di Tinjau Dari 
Tindak Pemerintahan Di Lapangan Keperdataan”. Latar belakang penulisan 
tesis ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk mengetahui dan 
menganalisa lebih lanjut tentang konsep keuangan negara dan kekayaan 
negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (Persero). 
Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa 
sumbangan pemikiran yang menunjukkan bahwa Tindak Pemerintahan dalam 
ranah hukum publik (Acta Jure Imperii) maupun Tindak Pemerintahan dalam 
ranah hukum privat (Acta Jure Gestionis) memiliki implikasi yuridis yang 
berbeda, yang akan berafiliasi pada status hukum dari uang negara atau uang 
privat serta menunjukan terdapat antinomi yang terjadi antara hukum 
keuangan negara dengan peraturan perundang-undangan lainnya, ketika 
norma-norma di dalam hukum keuangan negara tersebut di implementasikan 
serta dapat menjadi referensi untuk melakukan evaluasi bagi penyempurnaan 
Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-undang terkait lainnya. 
Pada Bab II akan menguraikan tentang Hakikat Konsep Tindak 
Pemerintahan di dalam hukum publik (acta jure imperii) dan Tindak 
Pemerintahan di dalam hukum privat (acta jure gestionis) yang akan 
digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. 
Pada Bab III, penulis akan menguraikan Status Dan Implikasi Yuridis 
Uang Publik Dan Uang Privat Berdasarkan Tindak Pemerintahan.   
Pada Bab IV, penulis akan menjelaskan konsep tentang keuangan 
negara yang ideal berdasarkan konsep tindak pemerintahan yang dimulai 
dengan Antinomi Konsep Keuangan Negara Dalam Sistem Peraturan 
Perundang-Undangan Di Indonesia, Implikasi Antinomi Konsep Keuangan 
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Negara Dalam Tataran Praktis, dan Konsep Pengaturan Tentang Keuangan 
Negara Yang Ideal Berdasarkan Tindak Pemerintah Dalam Lapangan 
Keperdataan 
Pada Bab V, sebagai bab yang terkahir penulis akan menyampaikan 
saran dan kesimpulan yang diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu 
Hukum (Ilmu Hukum Tata Negara) pada umumnya, khususnya bagi 
pengembangan Ilmu Hukum Keuangan Negara yang di Indonesia saat ini 
merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dan perlu mendapat “suntikan” 
bahan untuk pengayaan dan pengembangan lebih lanjut. 
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